
Mengingat . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari 
Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 

Menimbang 

BUPATI DATANG HARi 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI DATANG HARi 
NOMOR "'4"3:> TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

BUPATI BATANG HARi 
PROVINSI JAMBI 

ACER
SALINAN



8. Undang- Undang . 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 
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14. Peraturan Pemerintah .. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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20. Peraturan Daerah . 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnn: i I (•11:1111: ,11 I> 111 iii 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahnn Lt·111httrn11 N 'f, 11 1 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbuuj; 111 (Lt t11l 1 11 11 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran N · ~ 11 1 I '1·11111 Iii 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lt 111h r 111 N : tW I 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republil< l11drn11 1 1 Nt1111111 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintnl (Lc•ttili 111111 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara R< puhlll 111 1011 1 i 

Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bu Ian L y nan 
Umurn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahs n L .mbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 t .ntang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat a .ruh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lcmburan N · zun 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
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28. Peraturan Bupati .. 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 
Nomor 9); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 9); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 
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Pasa/2 . 

Rp. 73.516.765.629,51 
Rp. 892.440.394.901,00 
Rp. 109.488.842.135,98 

Rp. l .075.446.002.666,49 
Rp. l.043.249.200.330,90 
Rp. 2.810.129.445,64 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja dan Transfer 
3. Pembiayaan 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 

Pasal 1 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARi TAHUN ANGGARAN 2016 

MEMUTUSKAN: 

29. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 38) 

28. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari 
Tahun 2014 Nomor 190); 
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Pasa/ 6 . 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal5 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam 
Lampiran II Peraturan ini. 

Pasal4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 
dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal2 

7 



KABUPATEN DATANG HARi 
.LI~ . 

DERITA DAE 

TAHUN 2016 

Diundangkan di Muara Bulian 

Pada Tanggal t 3 ,--<J ,.. 2017 

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DATANG HARi 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal6 
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Ditetapkan di 

Pada Tanggal 

BUPATL-D 




